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ABSTRAK 

Riri Algipari. 1203010123. 2024 : Efektivitas Penerapan Peraturan Bupati Garut 

Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin 

Anak Di Bawah Umur (STOP KABUR) Dalam Mencegah Perkawinan Anak. 

Perkawinan anak masih menjadi isu penting di berbagai daerah  di Indonesia 

termasuk daerah Garut. Perkara dispensasi kawin di Garut konsisten di angka 500 

setiap tahunnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. 

Pada tahun 2020 usia kawin pertama di Garut berada di bawah 18 tahun, ini 

berseberangan dengan ketentuan batas usia minimal perkawinan di Indonesia yaitu 

19 tahun. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Garut mengambil tindakan dan 

sikap sebagai upaya untuk mencegah perkawinan anak di kabupaten Garut dengan 

mengeluarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi 

Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak Dibawah Umur. Diberlakukannya 

Peraturan Bupati ini sejalan dengan dibentuknya program ‘STOP KABUR’. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah strategis dan 

efektivitas dalam penerapan Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 

tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak Di Bawah Umur 

dalam mencegah perkawinan anak. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini berlandaskan teori efektivitas hukum 

menurut Soerjono Soekanto. Digunakan untuk memahami dan mengevaluasi sejauh 

mana suatu sistem hukum berfungsi dalam mencapai tujuan-tujuan yang 

diinginkan. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas hukum tersebut ada lima, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana 

dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data-data dengan cara didalami, dikaji, 

dipahami dan disimpulkan. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis 

empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan primer. 

Sumber data sekunder yaitu berupa data permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Garut, dan sumber data primer berupa hasil wawancara.   

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah 

strategis penerapan Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi 

Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak Di Bawah Umur dalam mencegah 

perkawinan anak adalah sosialisasi dan edukasi, upaya pendampingan dan 

pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan kerja sama antar pemangku 

kepentingan, monitoring dan evaluasi serta kebijakan tambahan pendukung 

program STOP KABUR. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dikatakan 

cukup efektif dalam mencegah perkawinan anak ditinjau menggunakan perspektif  

efektivitas hukum Soerjono Soekanto jika dilihat dari indikatornya yaitu faktor 

hukumnya, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. 

Peraturan Bupati ini meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan 

keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dari penurunan 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut, dari 582 perkara pada 

tahun 2022 menjadi 438 pada tahun 2023. 
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